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Tantangan terbesar KPPU dalam menjalankan tugasnya adalah kian sulitnya mel akukan pembuktian
terhadap pelanggran hukum persaingan usaha. Kartel merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal
11 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan persekongkolan tender yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5
Tahun sulit untuk dibuktikan dengan aat bukti konvensional yang ada selamaini. Selain menggunakan
bukti langsung, KPPU juga menggunakan indirect evidence dalam membuktikan kartel dan persekongkolan
tender. Secaraumum Indirect Evidence terdiri dari bukti komunikasi (Communication Evidence) dan Bukti
Ekonomi (Economic Evidence).Tipe penelitian ini adalah penelitian normative, yang sumber utamanya
adalah bahan hukum bukan fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikgji adalah
bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Dalam perkara kartel minyak goreng,
penggunaan indirect evidence oleh KPPU ditolak oleh Mahkamah Agung sedangkan dalam perkara
Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan JAringan Air Bersih di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Propinsi Kepulauan Riau, penggunaan indirect evidence oleh KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 1
Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 dan

Y urisprudensi penggunaan indirect evidence dapat dilakukan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.
...... The greatest challenge ever faced by KPPU in performing its dutiesisthe increasing difficulty in
proving aviolation of the business competition law. Cartel, prohibited under Article 11 of Law No. 5 of
1999 and tender conspiracy, prohibited under Article 22 of Law No. 5 of 1999, are hard to prove using the
existing conventional means of evidence. In addition to using direct evidence, KPPU also uses indirect
evidence in proving the existence of cartel and tender conspiracy. In general, Indirect Evidence consists of
Communication Evidence and Economic Evidence. This research was a normative research of which main
sources were not social facts, asin anormative legal research, the studied materials are legal materias
containing normative rules. In the case of cooking oil cartels, the Supreme Court rejected the use of indirect
evidence by KPPU. Meanwhile, in the case of Conspiracy in Tender for Clean Water Network Works
Package in the Subdistrict of Singkep, District of Lingga, Province of Riau Islands, the Supreme Court
affirmed the use of indirect evidence. The reseach results indicate that, under Law No. 5 of 1999, KPPU
Regulation No. 1 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2011 and
Jurisprudence, the use of indirect evidence is allowable in Indonesia s business competition law.
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